E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.1

BABI
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh,
bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan good governance serta taat azas, maka pelaporan keuangan
pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun
politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada
Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas
penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan
operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk
dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-
mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk

melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya
pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun
anggaran 2019 untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan
untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya
bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan
akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:




1.2

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai
seluruh pengeluaran;

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta
pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;

Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana

cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA

ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak
kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada
Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Negara Nomor 5589);
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Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5912);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
70);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi

SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita

Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101).
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09);




1.3  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Bab1I

Bab IT

Bab III

Bab IV

BabV

Bab VI

Bab VII

Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan

laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA
berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Tkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian
efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan
laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta

kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum
diterapkan.

Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Neraca.

Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum
memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru
terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang
akan datang,.

Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan
keuangan.




BABII
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam

mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan

pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai
dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan

keuangan tahun 2019, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil
pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

2.1.1 Jaringan Irigasi
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Daerah Irigasi sesuai kewenangan di Provinsi Aceh terdiri dari Irigasi Permukaan,
Irigasi Air Tanah, Irigasi Rawa dan Irigasi Tambak. Dari hasil kegiatan pembangunan
jaringan irigasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun telah
meningkatkan jaringan irigasi. Semakin meningkatnya jaringan irigasi yang telah
dibangun diharapkan menjadi manfaat untuk masyarakat khususnya petani sehingga
perekonomian semakin meningkat.

Embung/Waduk

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air baku adalah dengan
membangun sarana penampungan air di musim hujan yang dapat dimanfaatkan saat
musim kemarau, sepertiy Waduk, Embung dan Situ. Banyak waduk/Embung
yang telah dibangun dan diharapkan dapat menanggulangi kekurangan air terutama
pada saat musim kemarau. Pada saat ini telah tersedia beberapa DED Embung yang
terletak di beberapa Kabupaten yang akan menjadi capaian pembangunan kedepan
dalam pembangunan Embung di Dinas Pengairan Aceh.




2.1.3 Pengaman Tebing Sungai

Sebagian besar muara sungai terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga
menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan.
Usaha yang telah dilakukan adalah pembangunan pengaman tebing sungai. Kebijakan yang
akan ditempuh adalah kebijakan pengendalian daya rusak air yaitu ketersediaan infrastruktur
pengendali banjir yang akan diprioritaskan pada kondisi kritis untuk mengamankan
pemukiman penduduk areal pertanian dan infrastruktur publik dari ancaman banjir.

2.1.4 Pengaman Pantai

Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi dengan potensi kerusakan harian yaitu
terjadinya abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan
Timur. Pada tahun 2019 telah dibangun jetty dan pengaman pantai. Pembangunan ini
bertujuan memperluas kawasan yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pengairan Aceh mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh.
Peraturan Gubernur tersebut menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan di Dinas Pengairan
Aceh. Maka Dinas Pengairan Aceh menjalankan operasional prosedur administrasi keuangan tahun
anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman administrasi keuangan Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2019 mencakup:
a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
b. Standar minimal dokumen
c¢. Pembukuan
d. Pertanggungjawaban (SPJ)
e. Pengawasan
f. Pelaporan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
Sasaran yang berkaitan dengan misi telah ditetapkan oleh Dinas Pengairan Aceh. Dinas

Pengairan Aceh juga menetapkan indikator pencapaian target kinerja yang dapat diukur sebagai
berikut:

1. Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi

2. Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik

3. Volume air yang disediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan

4. Luasan kawasan yang bebas banjir dan erosi tebing sungai

5. Luas kawasan pantai yang aman dari abrasi dan banjir pasang purnama

Sebagai dasar kebutuhan penggunaan anggaran yang akan dialokasikan telah disusun targfet
kinerja, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stategis.
Penetapan target kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad
dan janji nntuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya setelah anggaran ditetapkan.
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3.1

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Anggaran belanja tidak langsung Dinas Pengairan Aceh pada Tahun Anggaran 2019
dianggarkan sebesar Rp.33.279.475.000,00 terealisasi sebesar Rp.31.587.367.435,00 atau 94,92%.
Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018, realisasi belanja tidak langsung tahun
2019 mengalami peningkatan sebesar 2,04% dari realisasi belanja tidak langsung tahun lalu.

Sedangkan dari sisi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019, dianggarkan sebesar
Rp.751.201.790.770,00 terealisasi sebesar Rp.642.754.402.359,00 atau 85,56%. Dibandingkan dengan

realisasi belanja langsung pada tahun 2018, terdapat peningkatan 10,01% dari realisasi belanja
langsung tahun sebelumnya.

Secara rinci mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh - Perubahan pada
Dinas Pengairan Aceh beserta realisasi APBA-P 2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi APBA-P Dinas Pengairan Aceh Tahun 2019 dan 2018

KODE URAIAN ANGGARAN 2018 REALISASI
REKENING (Rp.) 2019 2018
Rp. (%) (%)
JUMLAH PENDAPATAN - 69.949.793,00 - -
00.000.5. BELANJA DAERAH 784.481.265.770,00 | 674.341.769.794,00 | 85,96 | 76,05
00.000.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.279.475.000,00 31.587.367.435,00 | 94,92 | 92,88
00.000.5.2. | BELANJA LANGSUNG 751.201.790.770,00 | 642.754.402.359,00 | 85,56 | 75,55
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 16.412.104.196,00 13.843.938.446,00 | 84,35 | 84,99
PERKANTORAN
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 7.478.647.812,00 6.632.695.445,00 | 88,69 | 89,04
PRASARANA APARATUR
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 338.473.000,00 337.473.000,00 | 99,70 | 98,00
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 2.041.920.694,00 1.305.771.011,00 | 63,95 | 66,93
DAYA APARATUR
24, PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 1.314.258.000,00 1.314.000.000,00 | 99,98 | 62,21
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
26. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN 71,50
KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA
AIR LAINNYA
28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 85,80
37. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 723.616.387.068,00 | 619.320.524.457,00 | 85,59
JUMLAH BELANJA 784.481.265.770,00 | 674.341.769.794,00 | 85,96 | 76,05
JUMLAH PEMBIAYAAN = 2 = -

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

1) Terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi,
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2) Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal,
3) Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan,

4) Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.
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